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REr{CAIVA KERJA PEMERTNTA}I DABRAH tR}trr}}
KABTTPATEN HAL*IAI{SRA BARAT ?A}TUT[ 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA
BUPATI HALMAT.IERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat {Zl peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2a1y kntang rata cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerarr, Tata cara Evalgsi
Rancangan Feraturan Daerah tentang Rencana pembangunan 

"langkaPanjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka lVtenen[ah
Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana pemtrangunan .lanlu
Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka nnenen[ahDaerah, dan _Rencana Kerja pemerintah Daerah, maka pJrt,menetapkan Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabufaten
Haimahera Barat Tahun zCIz6 dengan peraturan Bupati;bt. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,perlu rnenetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Katrupaten Harmahera Barat ranun zaz6.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 'lahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Nomor 28 Darurat Tahun 1gs? t*rrt rrg pemLrentukan
Daerah-daerah , Swatantra Tingkat II DaIam fU",o*t Daerah
swatantra Tingkat I Maluku menjadi undalg-undang (Lembarar,
Negara RI Tahun 19BS Nr:mor g0, Tambatran iemuarfrr Negara RI
Nomor 165);

2' Undang-undang Nomor 46 Tahun 19Eg tentang pemLrentukar:
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat_ (Lembaran Negara RI Tahun lggg Nomor lz4,
Tamtratran Lemharan Negara RI Nomor 3ggs) sebagaimana telahdiubah dalam undang-undang Nonnor 6 Tahun 2000 {Lemtrarar:Negara RI Tahun 2000 Nornor TS, Tambahal Lembaran Iyegara RI
Nomor 3961i;

3- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Hahnahera selatan,
Kabupaten Kepillauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kata?idore Kepulauan di propinsi Maluku utara {Lembaran Ivegar-a
Republik Indonesia Tahun zCIos Nomor 21, Tambahan Lembara, ruefiara
Republik Indonesia Nomor a}6a]1;

4- Undalig-undang Nomor L7 Tatrun 2003 tentalg Keuargan Negara
{l,embaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, T;mbahan kmbriran
Negara Iil Nomor a2S6|;

5" Undang-undang Nomar 25 Tahun 2Oa4 tentalg Sistern perencanaan
Pembangunan Nasicnal (rembaran Negara RI Tahun zoa4 Nomor lo4
Tambahan kmbaran Negara RI Nomor a4Z\;
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6- undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;7- undang-undang Nomcr 1 ?ahun 2a2z tentaig Hubungan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;

8. undang-undang Nomor 13 ?ahun zo2z tentang perubahan Kedua
Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 20rL tentang pernbentukan
Peraturan Perundang- undangan ;9. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 200g tentang Tahapan, Tata cara
Pen3rusunan, Pengendarian dan Evaluasi pelaksanaan Rerrcana
Pemhangunan Daerah {}embaran Negara RI Tahun 200g Nom*r 21,
?ambahan l,emharan Negara RI Nomor agTZ];

10. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2A16 tentang perangkat Daera.tr
{Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor s8gr);

11' Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun zatg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahnn Z0lE
Nomor 42);

12. Peraturan Presiden Nomor le ratrun Dazs tentang Renca*a
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun-Z0 zs_zazg
(trembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2025 Nomor lgi;

13. Peraturan Menteri r)aram Negeri Nomor s4 Tahun 2o1o tentang
Petraksanaan Peraturan Pemerintah lr[ornor 8 Tahun 200g tentang
?ahapan, Tata cara penyusunan, pengendatian dan Evaluasi
Felaksanaan Rencana pembangunarr Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 ?ahun zorr tentang ?ata
cara Ferencanaan, pengend,atian dan Evaluasi pembangunan Dlerah,
Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tenLng Rencana
Pernbangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana pembansunarl
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Reicana
Pembangunan Jangka panjang Derah, Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daeratr, dan Rencana Keq'a pemerintah Daerih;

trS. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor T0 tahur, 2019 tentang
sistem Informasi pemerintahan Daerah {Berita Negara RepuLrlik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 111a);

tr6. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7T Tahun 2azo tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ZOZA Nomor l?91);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomcr1o rahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tatrun 2O26;

18" Peraturan Daerah Kabupaten Ha}nahera Barat Nomor 5 Tahun Z*72
tentang Prosedur perencanaan pembalgunan dan penganggaran
Daerah KaLrupaten l{airnahera Bara[

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmaera Barat Nomor 6 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten
F{almahera Barat sebagaimana telah diubah heberapa kali ter}thir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Harmahera Barat. Nomor t
Tahun 2023 tentang perukrahan Kedua Atas peraturan Daerah
Katrupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

20. Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun za,zl
tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD]
Kab" Halmahera Barat Tahun 2A2|-2A26;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun zo?,?,
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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ilIEIEUTT}SKAil :

PtrRATURAN BUPATI }{A],MAHERA BARAT TENTANG RENCANA
KBRJA PEMBRINTAH DABRAH {RKPD) KABUPATtrN FIALIvTAHERA
BARAT TAHUN 2026

BAB I
I(ETTIY?UAIT UMUIT{

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
&. Daerah adaiah Daerah Kabupaten l{almahera Barat;
tl. Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah

oaerah rtran DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan
prinsip Negara Kesatuan RepuLrlik Inrlonesia sebagaimana di malsud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S;

c. Pemerintah Daeratr ada-lah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah;

d. Kepaia Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daeral:, yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Dewap

Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat seba[ai unsur penyelenggara
pemerintah daerah;

f' Satuan Ke{'a Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku p*oggirr,*
a*ggaranl barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangarl Daeiah, yang selanjutnya
disingkat dengan BP3D adalah unsur perer:rcana penyelenggaraan pe*erintaftui y*.rg
melaksanakan tugas dan mengkoord,inasikan penyu$Llnan, pengendalian, dan
evaluasi trrelaksanaal rencana pembanguaart daerah di Kabupaten Halmahera Bar-at'h. Rencana Pemtralgunan Jangka n{e.rerr[ah Daerah, yang selaqjutnya disingkat RpJdD
adalah Dokumen Perencanaan Kalrupaten Halmahera Barat Tahun ZOZL - Z*ZA yalrg
memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;

i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2A2L - 2A26 yans memuat Visi, Misi, claa
Program Ke{a SKPD;

j- Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya d.isingkat RKPD adalah
dokrrrnen perencanaan daerah untuk periocte 1 (satu) tahun yat<ni Tahun 2A26 atglu
disebut dengan rencarra pembangunan tahunan daerah.

k. Rencana Kerja SKPD yang selanjutrrya disingkat Renja SKPD adalah d,okumen
perencanaan sKPD untuk periode 1 {satu} tahun yakni rahun zae6;

1" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ad.alah
rencana keuangan tahunan yang dihahas dan disetujui }ersama oleh Pernerintah
Daerah dan DtrRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;

m- Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periade
perencanaall;

n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akarr dilaksanakan untuk
menujudkan visi;

$. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

p- Kebijakan adalah arahltindakan yang diambil oleh pemerintah d"aerah untuk
mencapai tuiuan;

q. Program adalah instrumen ketrijaka* yang berisi satu atau lebih kegiatal ya11g
d.ilaksanakan oleh Satuan Keq'a Perangkat Daerah untuk mencapai sisaran-dan
tujuan serta untuk memperoleh aiokasi anggaran.
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BAB II
REI{CASA HERJA PEMERMTTAH DATRAEI

Pssal 2
RKPD merupakan dokurnen perencanaafl pemhrangunan daerah Kabupaten HaLuahera
Barat dalam jangtl waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2A26 yang clisusun clengan
sistematika sebagai berikut;

BAB I
BAB Ii
BAB iII

BAS IV
BAB V
BAB VI

PENDAHULUAN
trVALUASI HASIL PBLAKSANAAN RKPD LALU
RANCANGAN KBRANGKA BKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2A26
RENCANA PROGRAIVI DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2028
PtrNUTUP

Pasal 3

RKPD setragaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran dari RpJMI)
Hakrupaten Halmahera Barat Tahun 2AQ1.2O26 yang Uerisi kerangka ekoaomi
daerah, program prioritas pembangurran daerah, rencana keq'a dan pendanaannya
serta prakiraan mq1u dengan mempe*imbangkan kerangka pendanaan dan pa$r
indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yaig
diternpuh dengan mendorong partisipasi rnasyarakat.
Penetapan program prioritas berorientasi pada pernenuhan hak-hak dasar
masyarakat dan pencapaian keadilal yang berkesinamLrungan d.an trerkelanjutan.
Uraian lengkap RKPD tercantum pada lampiran yang merupakan bagia.n yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4
RKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai ped,oman untuk
menyusun dokumen kebiqjakal umum APBD, penetapan plafon anggaran sementara
APBD dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, terutama unsur penyelenggara
pemerintahan daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.
Seluruh Kepaia SKPD berkewajiban melaksanakan prioritas progratn dan kegiatan
pembangunan yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya-

PrlycruDArfff f**"rr*,r.o*,
Pasal 5

Bupati meiakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKpD.
Pengendalian dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaar$rya
dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dal Pengembangan Daerah
untuk keseluruhan RKPD, sedangkan oleh Kepala SKPD untuk p.ogram dan/atau
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pengendalian oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
meliputi pemantauan/monitoring, supervisi dan tindaklanjut penyirnpangarl
terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengarr i<e|iSaten
pembangunan daerah.
Pemantauanfmonitoring peiaksanaa-n program danlatau kegiatan oleh Kepala SKpD
setragaimana dimaksud pada ayat {2, meliputi realisasi pe.rcapaian targe!
penyerapan dana dan kendaia yang dihadapi.

iu

{t}
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{5} Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana d,imaksud
pada ayat {4} disusun ctalam trentuk laporan triwulan untuk disampaikan keparla
Kepala Badal Perencanaan, penelitian dal pengembangan Daerah.

i6) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan rengembangan Daerah melaporkan hasiipemantauan dan supervisi rencana pemhangunan setiap triwrrian kepada Bupati,
disertai dengan rekomendasi dan langkatr-langkah yang diperlukan.

Pasal 6

{1} Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap RKPD.
{2} Evaluasi sebagaimana dimaksud d,qla ayat {1} meliputi evaluasi terhad"ap kebijakan

perencanaan, penganggaran, peiaksaflaan dan hasil pelaksanaan RKpD.
{3} Evaluasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah AaUm pelaksanaannya dilakuka*

aleh Kepala Badan Ferencanaan, PeneUtian dan fengembangan Daerah untuk
keseluruhan pelaksanaan RKPD dan oleh Kepala Sxpn rintik capaian kig1e4'a
pelaksanaan plCIgram dan kegiatal yang diiaksanakan sKpD.

{4} Bvaluasi oleh Evaluasi oleh Kepata Badan Perencanaan, penelitian dan
Pengembangan Daerah meliputi penilaian terhadap seluruh proses perumlrsax
prioritas dan plaksanaan program kegiatan pemtrangunan; d"r, mdnghimpun,
menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepaia SKPD dalam rangka pencapai*n
rencana pembangunan claerah.

{5i Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud paela ayat {2} dan ayat i3i menjadi bahan bagr
penyusunan rencana pembangunall daerah untuk periode berikutnya.

BAB TV
ITITEITTUAil PERALIIIATV

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur sepaqjang teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih taqjut
d.engan Keputusan tsupati"

SAB V
KTTTNTUAIT PT$UTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratuan Bupati i11i
dengan penetapanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmaheia Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tnnggal : a6 fvoV 2*25

BUPATI BARAT,

UAIYG

Ass. Bid. trko & Pemb.

Kepala BF3D

Kabag. Hukum & Orgs

d
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Diundangkan di : Jaiiolo
pada tanggal : 2G NoVember

StrKRETARIS DAERAH

tsERITA DAERAH KABUPATBN HALMAHBRA BARAT TAHUN 2A25 NOMOR : 36

Satinan s e suai aslirtg a
Kepala Bagian Hukurn dan Organisasi

Tk. r rv/b
30128 200604 1 009


